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ULAMA, NEGARA-BANGSA,
DAN ETNONASIONALISME RELIGIUS:

Kasus Banda Aceh

Moch Nur Ichwan

Bangsa biasanya adalah fenomena kompleks yang dibentuk 
oleh faktor kesamaan sejarah, budaya, dan bahasa. Namun, 
dalam konteks Indonesia, “bangsa” itu adalah kesepakatan 
yang muncul karena adanya kesamaan sejarah dan politik 
(dijajah), walaupun berbeda-beda dalam etnik, budaya, dan 
bahasa, untuk menjadi bangsa Indonesia. Lalu, lahirlah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antara kesepakatan itu 
adalah bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan 
pula negara agama. Namun, imagined community (Anderson 
1983) atau imagined nation state ini dalam perjalanannya 
tergantung pada dinamika politik, sosial, budaya, ekonomi 
yang ada. Proses menjadi Indonesia pun berbeda antara 
daerah satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, angan-angan 
menjadi bangsa Indonesia pun tidak sama antara satu daerah 
dan lainnya, walaupun Jawa cenderung menghegemoni. 
Di antara yang berbeda itu adalah Aceh. Aceh bukan hanya 
berpenduduk mayoritas Muslim (98%), dan mempunyai sejarah 
panjang kesultanan Islam, dari setidaknya abad ke-12 sampai 
awal abad ke-20, namun juga secara kultural dan ideologis 
menjadikan Islam sebagai identitas sehingga asosiasi kesadaran 
yang terbentuk adalah bahwa Aceh adalah Islam. Pada masa 
kolonial Belanda dan Jepang pun masyarakat Aceh tidak 
pernah merasa takluk secara religio-ideologis.



Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan168

Angan-angan Aceh tentang menjadi Indonesia juga 
berbeda. Bergabungnya Aceh kepada republik bukan tanpa 
reservasi. Terdapat fatwa ulama besar Aceh pada masa awal 
kemerdekaan untuk menggabungkan Aceh kepada Republik 
Indonesia. Ada prasyarat yang diberikan oleh ulama Aceh saat 
itu, melalui Daud Beureueh, yakni diperkenankan menerapkan 
syariat Islam. Jadi, angan-angan Aceh tentang bangsa Indonesia 
adalah “Indonesia dengan syariat Islam di Aceh”. Kesepakatan 
Soekarno atas persyaratan itulah yang membuat ulama dan 
masyarakat Aceh mendonasikan perhiasan dan uang untuk 
membeli pesawat komersial pertama, dan konon emas di 
puncak monas. Saat prasyarat penerapan syariat Islam itu 
diingkari Jakarta, dan bahkan Aceh kemudian dimasukkan 
dalam wilayah Sumatera Utara, maka pemberontakan 
Darul Islam (DI) yang dipimpin oleh Daud Beureueh tidak 
terelakkan. Pemberontakan itu memakan waktu hampir 
sepuluh tahun, walau ada jeda di dalamnya (1953-1962). 
Namun, pemberontakan itu tidak dalam rangka melepaskan 
Aceh dari Indonesia, tetapi menjadikan Indonesia sebagai 
negara Islam. Gerakan ini adalah bagian dari gerakan Darul 
Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh 
Sekarmaji Kartosuwiryo. Daud Beureueh mengubah kesadaran 
Islam menjadi gerakan Islamis. Pemberontakan kedua muncul 
pada masa Orde Baru, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
yang dipimpin oleh Hasan Tiro, yang dipicu oleh ketidakadilan 
ekonomi (1976-2005). Awalnya gerakan ini mengklaim 
sebagai kelanjutan dari DI yang berideologi Islamisme, tetapi 
kemudian bergeser ke etnonasionalisme, sejalan dengan 
upaya mendapatkan dukungan internasional. Segera setelah 
tumbangnya Orde Baru pun muncul gerakan rakyat menuntut 
referendum, menyusul keberhasilan Timor Timur memisahkan 
diri dari Indonesia. 

Setelah 50 tahun lebih merdeka, dan setelah konflik 
berdarah yang sekian lama sebagaimana di atas, pemerintah 
pusat memberikan hak keistimewaan kepada Aceh untuk 
menerapkan syariat Islam secara resmi, legal, dan konstitusional. 
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Ini adalah upaya maksimal yang dapat berikan Jakarta di 
luar opsi kemerdekaan, sebagaimana dituntut GAM, ataupun 
referendum, yang dituntut banyak gerakan masyarakat sipil 
segera setelah Soeharto tumbang. Seluruh sejarah hubungan 
Aceh dan Jakarta, yang lebih banyak konfliknya daripada 
damai, adalah negosiasi panjang menjadi Indonesia dengan 
menjadikan Aceh sebagai “Nanggroe Aceh Darussalam” yang 
secara lokal diterjemahkan menjadi “nanggroe syari‘ah” (negeri 
syariah). Di samping politisi dan rakyat luas, posisi ulama dalam 
perjuangan dan negosiasi menjadi “nanggroe syari‘ah dalam 
bingkai NKRI” tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, setelah 
hampir 20 tahun penerapan syariah di Aceh, persepsi ulama 
atau tokoh keagamaan tentang negara-bangsa menjadi penting 
untuk diketahui, karena ini juga merefleksikan dinamika 
negara-bangsa Indonesia saat ini dan mendatang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulama dalam 
masyarakat urban Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam, dan persepsi mereka tentang konsep negara-
bangsa dan isu-isu turunannya. Isu-isu turunan itu adalah: 1) 
anti-kekerasan; 2) prosistem; 3) toleransi; dan 4) pro-kewargaan 
(citizenship). Isu-isu ini dipergunakan sebagai dimensi-dimensi 
untuk menilai persepsi ulama terhadap konsep negara-
bangsa. Dalam penelitian ini, yang dimaksud ulama adalah 
tokoh keagamaan Islam yang dianggap sebagai ulama oleh 
komunitasnya, meskipun oleh komunitas lain belum tentu 
dianggap sebagai ulama, terutama yang berafiliasi kepada —
salah satu atau beberapa— dayah, majelis taklim, organisasi 
atau pun gerakan keagamaan tertentu, yang berdomisili di 
Banda Aceh, atau yang pusat kegiatannya di Banda Aceh. 
Oleh karena itu, ulama yang di luar kategori ini tidak termasuk 
dalam cakupan penelitian ini.1 Adapun Negara-bangsa adalah 
konsep negara modern berdaulat, yang dibedakan dari negara 
global (khilafah), yang warganya disatukan oleh faktor-faktor 

1	 Definisi generik yang memasukkan pengertian semua Muslim cerdik pandai, 
apapun disiplin keilmuannya, seperti sains alam dan sosial, sebagai “ulama”, 
adalah di luar cakupan penelitian ini.
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yang menyatukannya sebagai bangsa, seperti dalam konteks 
Indonesia, kesamaan sejarah, dan kesepakatan membentuk 
sebuah negara. Penulis beragumen bahwa persepsi ulama 
Banda Aceh, dan bahkan Aceh secara umum, tentang negara-
bangsa sangat dipengaruhi oleh politik syariah pemerintah 
dalam konsep “nanggroe syari‘ah dalam bingkai NKRI” yang 
merupakan kristalisasi negosiasi yang panjang dan menjadi 
kanalisasi bagi semangat etnonasionalisme religius ulama Aceh. 
Dalam konteks ini pula penulis berargumen bahwa rejeksionisme 
ulama terhadap konsep negara-bangsa, setidaknya sampai saat 
ini, lebih merupakan fenomena menurun dari tinggi ke rendah, 
daripada sebaliknya. Namun, konsep “nanggroe syari‘ah dalam 
bingkai NKRI” juga akan merawat angan-angan ideal tentang 
penerapan sistem politik Islam, namun dalam konteks NKRI, 
bukan dalam konteks Aceh merdeka. Angan-angan ini pula 
yang telah, sedang, dan akan terus mengarahkan “ke-kaffah-
an” penerapan syariat di Aceh di masa mendatang.

Penelitian-penelitian tentang ulama dalam masyarakat 
Aceh selama ini sebagian besar berfokus pada kajian ulama 
dayah, gerakan ulama, organisasi ulama, atau ulama secara 
umum, dan tidak mengkaji persepsi mereka tentang isu-
isu tertentu (Amiruddin 2003, 2004; Saby 2005; Walidin 
dkk. 2006; Suyanta 2008; Nurdin 2019, 2017; Ichwan 2011; 
Nirzalin 2012; Hafifuddin 2014; Misbah 2016; Shadiqin 2017).2 

 Sebagian besar penelitian itu adalah dalam konteks peran ulama 
dalam penerapan syariat Islam dan kehidupan keagamaan 
di Aceh, bukan tentang bagaimana persepsi mereka tentang 
negara-bangsa. Dapat diperkecualikan di sini penelitian-
penelitian gerakan separatisme dan radikalisme Islam yang di 
dalamnya ada keterlibatan ulama sebelum Reformasi, seperti 
Siegel (1969), van Dijk (1981), Chaidar (1999), Umar dan Chaidar 
(2006), atau yang spesifik tentang ulama dalam separatisme 
dan radikalisme Islam pasca-Reformasi, seperti Bustamam-
Ahmad dan Amiruddin (2013), yang tentunya merefleksikan 

2	 Penelitian tentang ulama sebelum dekade 2000-an bisa dilihat pada, 
misalnya, Alfian (1976); Ismuha (1978, 1983); Hasjmy (1997).
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penentangan gerakan dan ulama itu terhadap negara -bangsa 
Republik Indonesia, namun mereka tidak secara spesifik 
melihat persepsi ulama tentang konsep Negara-bangsa. Di sini 
lah penelitian ini memfokuskan diri dan berupaya menjawab 
dua pertanyaan: bagaimanakah persepsi ulama Banda Aceh 
tentang Negara-bangsa dan isu-isu turunannya? Mengapa 
persepsi seperti itu muncul? 

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian 
pragmatisme yang mengombinasikan antara kuantitatif dan 
kualitatif (Morgan 2013, 2014), meskipun kemudian lebih 
ditekankan pada analisis kualitatif untuk mendapatkan 
penjelasan yang mendalam. Survei dilakukan di kota Banda 
Aceh, baik terhadap ulama yang tinggal di Banda Aceh, 
maupun merepresentasikan organisasi atau gerakan yang 
pusatnya di Banda Aceh dan melakukan banyak aktivitasnya 
di Banda Aceh, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama 
(MPU) provinsi atau MPU Banda Aceh, atau FPI Banda 
Aceh, bisa saja pemimpin atau anggotanya tinggal di sekitar 
Banda Aceh. Adapun gerakan transnasional yang kami survei 
adalah Syiah, Salafi-Wahabi, dan gerakan Tarbiyah; organisasi 
Islam nasional antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama 
(NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), FPI; atau 
translokal, seperti al-Washliyah dan Perti; atau lokal seperti 
MPU, Inshafuddin, HUDA, MPTT, dan Tastafi. Penelitian ini 
adalah bagian dari penelitian nasional tentang ulama dan 
persepsi mereka tentang Negara-bangsa di 15 kota yang ada 
di 15 provinsi di Indonesia. Ini adalah penelitian kuantitatif 
dan kualitatif, dan data diperoleh dengan angket, wawancara 
mendalam, dan observasi. Survei dengan penyebaran angket 
dilakukan pada 22 September hingga 4 Oktober 2018.3 

Penulis melakukan fieldwork pada 28 September-9 Oktober 
2018. Pemilihan informan dilakukan dengan pengidentifikasian 
ulama yang berada di Banda Aceh, atau kegiatan utamanya 

3	 Penelitian ini dibantu oleh Marzi Afriko, dan khusus untuk penyebaran 
kuesioner dibantu oleh Murni Barus dan Ichsan Maulana, namun penulisan artikel 
ini dan pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada penulis. Kepada mereka 
saya ucapkan terima kasih.
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di Banda Aceh. Didapatkan 60 ulama yang merupakan 
representasi dari berbagai organisasi, lembaga, gerakan, atau 
kelompok keislaman. Dari 60 orang ini diambil 30 ulama secara 
acak walaupun tetap mempertimbangkan representativeness. 
Representativeness menjadi penting agar masing-masing 
kelompok ada perwakilannya, termasuk minoritas, dan agar 
tidak didominasi kelompok tertentu. Untuk mengembangkan 
analisis kualitatif, dari 30 itu saya mewawancarai secara 
mendalam 10 orang dengan mempertimbangkan variasi data 
kuesioner yang mereka isi, dan ditambah lagi wawancara 
dengan lima ahli tentang ulama Aceh untuk mendapatkan 
perspektif lebih luas tentang ulama Aceh. Hal ini ditambah 
dengan pengalaman penulis sebagai peneliti Aceh selama lebih 
dari 10 tahun terakhir.  

Banda Aceh, Syariah, dan Ulama 
Banda Aceh adalah ibu kota provinsi Aceh yang mempunyai 
arti penting baik secara politik, sosial, ekonomi, budaya, 
maupun keagamaan. Secara demografis, penganut agama 
Islam adalah mayoritas mutlak, tidak jauh berbeda dari 
sebagian besar kabutapen/kota lain di Aceh, kecuali di daerah 
perbatasan dengan Sumatera Utara. Dari penduduk yang 
berjumlah 356.983 orang ini (pada 2016), 97.09% dari mereka 
beragama Islam, sedangkan selebihnya beragama Buddha 
(1.13%), Protestan (0.70%), Katolik (0.19%), Hindu (0.02%), dan 
yang lainnya (0.85%). Di samping terdapat 93 masjid dan 112 
meunasah (mushola gampong), Banda Aceh juga mempunyai 
satu gereja Katolik, yakni Hati Kudus; dan dua gereja Protestan, 
yakni Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) dan HKBP, dan 
satu gereja Methodis. Selain itu juga terdapat empat vihara 
Buddha dan satu pura Hindu. Kebanyakan dayah pun berada 
di luar Banda Aceh. Namun, Perguruan Tinggi Islam ada di sini, 
seperti UIN (dulu IAIN) Ar-Raniry, dan kebijakan keagamaan 
banyak dirumuskan dan diputuskan di sini, termasuk tentang 
syariat Islam.
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Pada 2001, pemerintah memberikan kewenangan kepada 
provinsi Aceh untuk menerapkan syariat Islam berdasarkan 
UU No. 18/2001 tentang Keistimewaan Aceh, walaupun 
prosesnya sudah bermula pada 1999. Undang-undang ini lalu 
diperkuat dengan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
Undang-undang yang pertama memberikan keistimewaan 
Aceh dalam bidang pendidikan, adat, agama, dan peran 
ulama. Di antara keempatnya, keistimewaan dalam bidang 
agama, yang ditafsirkan sebagai penerapan syariat Islam, 
adalah yang paling penting, karena ini dipergunakan 
untuk mendefinisikan ketiga keistimewaan yang lain.4 

Pendidikan, adat, dan peran ulama harus sejalan dengan dan 
tidak boleh bertentangan dengan syariah. Sedangkan undang-
undang yang kedua lebih menegaskan lagi bahwa penerapan 
syariah adalah tugas gubernur, walikota, bupati, dan pejabat-
pejabat lain di bawah mereka. Artinya, penegakan syariah 
adalah penegakan hukum nasional di Aceh. Dalam konteks 
pembahasan kita, kedua undang-undang itu memberikan ruang 
bagi peran ulama dalam berbagai bidang kehidupan di Aceh. 

Dengan dicantumkannya peran ulama sebagai bagian dari 
keistimewaan Aceh, maka peran sentral ulama dalam masyarakat 
itu dilegitimasi dengan undang-undang. Secara formal mereka 
mempunyai lembaga resmi di dalam struktur pemerintahan 
Aceh, yakni Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang 
bukan hanya ada di level provinsi, namun juga pada level 
kabupaten/kota. Kantor MPU provinsi dan MPU Kota Banda 

4	 Meskipun demikian, pengertian syari‘ah tidaklah tunggal. Di dalam Qanun 
dikatakan bahwa syari‘ah adalah ajaran Islam tentang semua bidang kehidupan. 
Oleh karena itu, secara umum dikatakan bahwa Aceh menerapkan syari‘ah 
“kaffah”. Di level masyarakat, termasuk di Banda Aceh, pengertian syari‘ah pun 
tidak sama. Kalangan dayah (pesantren) dan FPI sebagian besar memahaminya 
sebagai syari‘ah Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), dan lebih dilihat sebagai “fiqih 
syafi’iyyah”, walau dalam konteks Aswaja mencakup juga akidah (teologi) dan 
tasawuf —tapi mereka membedakan antara syari‘ah sebagai fiqih dan akidah dan 
tasawuf. Sementara, di kalangan modernis dan puritan, seperti Muhammadiyah, 
DDII, Salafi, memahami sebagai way of life yang komprehensif dalam segala 
bidang yang mencakup akidah, fiqih, ekonomi, politik, dan seterusnya, walau 
lebih dapan pengertian aturan hukum terkait semuanya itu, yang non-madzhab. 
Walau mereka juga mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jama’ah, tetapi mereka 
tidak menggunakannya sebagai identitas kelompok.
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Aceh bertempat di Banda Aceh. Walaupun lembaga ini terbuka 
untuk semua ulama, namun pada praktiknya didominasi oleh 
ulama dayah. Selain mereka, ada ulama berbasis kampus atau 
ormas keislaman. Jumlah yang terakhir ini lebih sedikit di MPU. 
Namun, mereka lebih banyak berperan dalam legal drafting 
qanun keislaman (Salim 2008, 160-1), kemampuan yang tidak 
dimiliki oleh ulama dayah. Untuk legal draftingnya dilakukan 
oleh Dinas Syariat Islam (DSI) yang tingkat provinsinya berlokasi 
di Banda Aceh. Sedangkan setiap kabupaten/kota mempunyai 
DSI sendiri. Walau MPU dilibatkan dalam pembahasan qanun 
keislaman, biasanya mereka dilibatkan pada tahap pasca 
drafting sehingga tidak dapat menentukan corak qanun sejak 
awal. Dengan demikian, qanun syariah di Aceh sangat bias 
ulama kampus, sementara fatwa-fatwa MPU sangat bias ulama 
dayah.

Banda Aceh adalah tempat di mana lembaga-lembaga 
ulama dan keislaman berada. Ulama diproduksi oleh, dan 
biasanya, walaupun tidak selalu, berafiliasi dengan, dayah, 
perguruan tinggi Islam, dan organisasi-organsasi Islam, dan 
akhir-akhir ini gerakan-gerakan Islam. Ulama di kota Banda 
Aceh pun mempunyai karakter yang berbeda dari ulama di kota 
kecil dan di gampong. Mereka mengorganisasi diri layaknya 
orang-orang yang mempunyai profesi serupa, seperti guru yang 
mempunyai asosiasi guru, dokter yang mempunyai asosiasi 
dokter, dan seterusnya. Di perkotaan, ulama mengorganisasi 
diri dalam suatu wadah organisasi. Ini salah satu bentuk 
pengaruh urbanitas terhadap ulama. 

Munculnya organisasi ulama adalah fenomena modern 
dan juga fenomena urban. Pada masa kolonial Belanda berdiri 
Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Ini mencerminkan 
masyarakat urban pada masanya. Lembaga ini bertahan sampai 
dengan Indonesia merdeka, dan kemudian bubar karena 
pemimpinnya, Tgk. Daud Beureueh, mendirikan gerakan 
Darul Islam dan melakukan pemberontakan kepada Republik 
Indonesia (van Dijk 1981; Ibrahimy 1982). Lalu muncullah 
Majelis Permusyawaratan Ulama pada masa Soekarno, dan 
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kemudian berubah pada masa Soeharto menjadi Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). Segera setelah undang-undang keistimewaan 
disahkan, dibentuklah lembaga ulama resmi di bawah 
pemerintah yang bernama Majelis Permusyawaratan Ulama 
(MPU). Ini sebenarnya hanyalah perubahan nama dari MUI, 
namun dengan status baru sebagai lembaga resmi pemerintah. 

Pada masa Orde Baru, berdirilah Inshafuddin, lembaga 
yang menghimpun ulama-ulama dayah yang berafiliasi ke Perti 
(Persatuan Tarbiyah Islamiyah), yang karena tidak setuju Perti 
berubah menjadi partai politik, mereka membentuk organisasi 
ini. Mungkin juga karena lahir untuk menjauhi politik, lembaga 
ini dipandang oleh para pendukung referendum tidak memadai 
saat terjadi pergeseran pasca-Orde Baru dan dicabutnya DOM.5 
Mereka tidak mau terlibat dalam politik, walaupun peluang 
memperluas pengaruh politik itu sangat besar. Di tengah 
maraknya tuntutan referendum, muncullah organisasi santri 
dayah yang bernama Rabitah Taliban Aceh (RTA), dipimpin 
oleh Tgk Bulqaini, yang dipergunakan untuk memobilisasi para 
santri dayah untuk mendukung referendum. RTA tidak berhasil 
memengaruhi Inshafuddin, mereka mendekati beberapa ulama 
kharismatik Aceh untuk membuat lembaga ulama baru, yang 
kemudian diberi nama Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), 
yang dipimpin oleh TGK Ibrahim Bardan, yang dikenal 
dengan Abu Panton. HUDA secara aktif melibatkan diri dalam 
percaturan politik baru Aceh, termasuk mendukung adanya 
referendum. Namun, ketika referendum tidak jadi dilakukan, 
dan Jakarta memberikan kewenangan penerapan syariat Islam, 
peran HUDA politik makin melemah. Ini terjadi setelah HUDA 
gagal menginisiasi pelaksanaan Kongres Rakyat Aceh. HUDA 
masih ada, bahkan sampai sekarang, tetapi peran politiknya 
tidak lagi sebesar pada masal awal pendiriannya. Kini ia 
bergeser pada fungsi sosial keagamaan. 

Pada 2009, muncul lagi organisasi ulama, yang bernama 
Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), sebuah lembaga 

5	 Tentang penerapan Daerah Operasi Militer di Aceh, lihat Sukma (2004); 
Schultz (2006).
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ulama bentukan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 
dengan pemimpin spiritualnya Abuya Prof. Muhibbuddin 
Waly, putra dari ulama sufi kharismatik Abuya Muda Waly. 
Kemunculan MUNA yang mendekati pilkada pemilihan 
gubernur membuatnya tidak dapat dilepaskan dengan motif 
politik penggalangan dukungan suara bagi partai mantan 
GAM, yakni Partai Aceh (PA). Namun, ulama yang bergabung 
dengan MUNA bukanlah ulama-ulama dayah yang dikenal luas 
di dalam masyarakat. Hal ini menjadikan MUNA tidak begitu 
berkembang pasca Pilkada 2009. Mereka ada, tetapi tidak dapat 
mengembangkan pengaruhnya secara luas. Lembaga-lembaga 
ulama itu berkantor pusat di Banda Aceh dan mempunyai 
cabang di kabupaten/kota, walaupun tidak selalu dalam 
pengertian merata, kecuali MPU. 

Lembaga-lembaga di atas merepresentasikan beberapa 
tipologi ulama Aceh, yakni ulama dayah, ulama organisasi 
keagamaan, ulama kampus, dan ulama pemerintah. Setelah 
Tsunami 2004, karena Aceh makin terbuka kepada dunia luar, 
masuk juga gerakan-gerakan Islamis baik nasional, seperti 
FPI (Afriko 2010) dan MMI, maupun transnasional, seperti 
gerakan tarbiyah, HTI (walaupun mengklaim telah masuk 
Aceh jauh sebelumnya), dan Salafi. Ini dapat dikategorikan 
sebagai ulama harakah atau ulama gerakan Islamis. Tokoh-
tokohnya, di antaranya lulusan Timur Tengah dan mereka yang 
terinspirasi Islam transnasional lainnya, lambat laun mengambil 
peran dalam masyarakat. Upaya ini mendapatkan tantangan 
dari ulama lain karena dianggap sebagai kompetitor dalam 
otoritas keagaman. Yang menarik, FPI di Aceh sebagian besar 
beranggotakan tokoh-tokoh yang berafiliasi dayah dan NU. Hal 
ini dimungkinkan karena FPI digambarkan sebagai “pembela 
Aswaja”. 

Tipe ulama lain juga muncul setelah itu, sejalan dengan 
maraknya penggunaan internet dan sosial media, yakni 
“ulama medsos”, yang menyasar generasi milenial. Bisa juga 
mereka disebut “ulama milenial”. Rata-rata mereka adalah 
ulama muda yang memanfaatkan media komunikasi dan 
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informasi, bukan hanya televisi, namun juga YouTube, 
Instagram, Facebook, dan Telegram. Jumlah mereka belum 
banyak, namun kecenderungannya bertambah, sejalan dengan 
banyaknya anak muda yang menggunakan media sosial dalam 
kehidupan mereka. Ulama Salafi adalah di antara yang akrab 
menggunakan media ini, walaupun tampilannya sangat tidak 
milenial sehingga menjadi bukan hanya ulama harakah, tapi 
juga ulama medsos. Mereka menyebarkan paham keagamaan 
melalui media ini. 

Institusionalisasi ulama dan juga kemunculan tipe 
ulama yang khas perkotaan yang akrab dengan medsos ini 
merefleksikan pengaruh urbanitas terhadap agama. Cara Muslim 
menjalankan agamanya dan cara ulama mempresentasikan 
dan mengorganisasi diri mereka tidak dapat tidak terpengaruh 
oleh ruang sosial urban yang sedang mengalami modernisasi 
dan perubahan. Lembaga, organisasi, dan gerakan ulama 
itu mengklaim otoritas keagamaan, dan berkontestasi untuk 
mendapatkan pengakuan sebagai salah satu, atau juga mungkin 
satu-satunya, pemegang otoritas keagamaan itu. Di sinilah 
muncul bukan hanya perbedaan pemahaman dan ideologi, 
namun juga kemungkinan gesekan dan ketegangan di antara 
kelompok ulama atau antara ulama satu dan lainnya.

Ulama dan Persepsi tentang Negara-Bangsa
Sebagaimana disebut dalam pendahuluan, yang dimaksud 

ulama dalam penelitian ini adalah adalah “tokoh keagamaan 
Islam yang dianggap sebagai ulama oleh komunitasnya, 
meskipun oleh komunitas lain belum tentu dianggap sebagai 
ulama, terutama yang berafiliasi kepada -salah satu atau 
beberapa- dayah, majelis taklim, organisasi atau pun gerakan 
keagamaan tertentu, yang berdomisili di Banda Aceh, atau 
yang pusat kegiatannya di Banda Aceh.” Untuk melihat 
kecenderungan ideologis ulama, maka mereka dilihat dari 
persepsi ulama terhadap konsep negara-bangsa dan isu-isu 
turunannya, yakni (1) antikekerasan; (2) prosistem; (3) toleran; 
(4) prokewargaan. 
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Ulama berdasarkan kecenderungan ideologis mereka adalah 
sebagai berikut. Pertama, progresif, yaitu ulama yang secara aktif 
bersikap anti-kekerasan, prosistem, toleran, dan pro-kewargaan. 
Kedua, inklusif, yaitu ulama yang secara pasif antikekerasan 
dan prosistem, dan aktif dalam toleransi dan prokewargaan. 
Ketiga, moderat, yaitu ulama yang secara pasif anti-kekerasan, 
prosistem, toleran, dan prokewargaan. Keempat, konservatif, 
yaitu ulama yang secara pasif antikekerasan, prosistem, dan 
toleran, tetapi secara aktif antikewargaan. Kelima, eksklusif, 
yaitu ulama yang secara pasif antikekerasan dan prosistem, 
tapi secara aktif intoleran dan antikewargaan. Enam, radikal, 
yaitu ulama yang secara pasif anti-kekerasan, tapi secara aktif 
antisistem demokrasi, intoleran, dan antikewargaan. Ketujuh, 
ekstrem, yaitu ulama yang secara aktif prokekerasan, antisistem 
demokrasi, intoleran dan anti-kewargaan. Keaktifan diukur dari 
jawaban “sangat”, baik “sangat setuju” maupun “sangat tidak 
setuju”, di samping keaktifan praksis yang diperoleh melalui 
wawancara dan rekam jejak di media.

Berdasarkan survei yang kami lakukan pada 28 September-9 
Oktober 2018 di Kota Banda Aceh didapatkan data sebagai 
berikut:
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Jika melihat tabel di atas, maka sebagian besar ulama 
menerima konsep negara-bangsa (66,6%). Kalau kita lihat lebih 
detail, maka dari yang menerima konsep negara-bangsa itu, 
maka kita melihat bahwa sebagian besar ulama Banda Aceh 
berkecenderungan moderat, 33,3% (7 orang). Di bawah ulama 
moderat adalah ulama konservatif, yang posisnya berada di 
antara moderat dan eksklusif, lalu diikuti oleh ulama inklusif, 
yang jumlahnya 10%. Adapun ulama yang menolak konsep 
negara- bangsa adalah 23,3%, yang terdiri atas eksklusif (13,3%) 
dan radikal (10%). 

Siapakah yang tidak teridentifikasi? Ada 10% ulama 
yang tidak teridentifikasi ideologinya. Ini terjadi karena 
adanya ketidakkonsistenan dalam jawaban, ataupun tidak 
termasuk dalam kategori-kategori yang ada. Namun, biasanya 
dapat dikenali dalam wacana yang dikembangkan sehari-
hari. Misalnya, kasus pertama, ia antikekerasan dan toleran, 
tetapi antisistem dan antikewargaan. Sikap antisistem dan 
antikewargaan menandai watak radikal, tetapi antikekerasan 
dan toleran pasif adalah watak moderat. Dalam hal ini, dia 
berada di antara radikal dan moderat, yakni lebih dekat kepada 
konservatisme, dan karena antisistem, maka tidak sekedar 
konservatif, namun “konservatif tebal”. Kasus kedua, ia pro-
kekerasan, intoleran dan antikewargaan, tetapi prosistem. 
Ia lebih tepat diletakkan antara eksklusif dan radikal, atau 
bisa disebut “eksklusivisme tebal”. Adapun kasus ketiga, ia 
anti-kekerasan, prosistem, dan prowarga, tetapi intoleran--
semuanya dalam pengertian pasif. Karakteristik anti-kekerasan, 
prosistem, dan prowarga pasif adalah ciri-ciri moderat, namun 
intoleran adalah salah satu ciri eksklusif. Oleh karena itu, ia di 
antara moderat dan eksklusif, yakni konservatif, yang masuk 
dalam kategori aksepsionis. Oleh karena itu, maka 2 (6,66%) 
cenderung rejeksionis dan 1 (3,33%) cenderung aksepsionis. 

Oleh karena itu, jika digabungkan, maka jumlah ulama 
aksepsionis adalah 66,6% ditambah 3,33%, yakni 70%. 
Sedangkan ulama rejeksionis adalah 23,3% ditambah 6,66%, 
yakni 30%. Jumlah 30% terhitung jumlah yang sangat besar, 
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bukan hanya jika dibandingkan dengan survei kami di tingkat 
nasional, namun juga secara objektif demikian, karena jumlah 
5% rejeksionis pun sudah sangat tinggi untuk penolakan konsep 
negara-bangsa. Hal ini akan penulis analisis di bawah ini, 
dengan melihat jawaban-jawaban mereka terhadap kuesioner 
yang kami sebarkan dan dari wawancara mendalam yang kami 
lakukan.

Sistem Politik Kenegaraan
Ada tiga hal yang penting dalam isu sistem kenegaraan ini yaitu 
ideologi negara, konstitusi dan sistem demokrasi, serta NKRI.

1. Ideologi Negara Pancasila
Terkait dengan ideologi negara Pancasila ada dua fenomena 
yang tampak bertentangan. Pertama, sebagian besar ulama 
mendukung ideologi negara, Pancasila. Hal ini tampak dari 
respons mereka terhadap beberapa pernyataan yang diajukan 
kepada mereka. Sebagian besar ulama (83%) menerima 
bahwa “Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat 
untuk Indonesia.” Ulama yang menerima itu terdiri atas 53% 
setuju dan 30% sangat setuju. Hanya 3,3% tidak setuju, dan 
tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Sisanya, 10% 
berposisi netral. Namun, posisi netral walaupun posisi abu-
abu, sebagaimana dikatakan Jeremy Menchick (2016), tidak 
dapat diinterpretasikan ke arah progresif, tetapi lebih ke arah 
konservatif, atau dalam konteks penelitian ini konservatif-
eksklusif. Artinya, banyak reservasi (persyaratan-persyaratan) 
di dalam pertimbangannya. 

Ketika didetailkan pada sila-sila dari Pancasila, sebagian 
besar ulama juga menerimanya sebagai Islami atau sejalan 
dengan Islam. Sebagian besar ulama (90%) menerima 
pernyataan bahwa “Sila-sila Pancasila sesuai dengan ajaran 
agama Islam” yakni, 56,66% setuju dan 33.33% sangat setuju. 
Tidak ada satu pun yang menolak. Hanya saja ada 10% yang 
netral. Artinya, ada potensi penolakan juga dari yang 10% 
netral itu. Nah, ketika peryataannya dispesifikkan pada sila 
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pertama, maka jumlah yang menerima berkurang, namun masih 
mayoritas, yakni 76,6%. Mereka tidak setuju jika “Sila pertama 
Pancasila mengaburkan akidah Islam.” Ada 56,6% tidak setuju 
dan 20% sangat tidak setuju. Adapun yang menganggap sila 
pertama itu mengaburkan akidah Islam, atau sejutu dengan 
pernyataan itu, ada 16,6%, yang terdiri atas 10% setuju dan 
6,6% sangat setuju. Sisanya, 6,6% adalah netral. Jumlah 16,5% 
tersebut sangat tinggi. Artinya, dalam pernyataan pertama tidak 
ada yang menolak bahwa sila-sila Pancasila sesuai dengan 
ajaran Islam, namun ternyata ada 16,5% yang menganggap 
sila pertama dapat mengaburkan akidah. Apalagi jika yang 
netral itu ditafsirkan secara konservatif-eksklusif, jumlah yang 
menganggap sila pertama mengaburkan bisa sampai 20%, itu 
artinya seperlima dari jumlah ulama dalam penelitian ini.  

Penjelasan dari seorang ulama Salafi yang penulis 
wawancarai mungkin dapat menjelaskan fenomena ini. Dia 
memilih bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang paling 
tepat. Namun, dalam wawancara muncul bahwa itu sebenarnya 
ada prasyarat-prasyarat, yakni bahwa “Ketuhanan” dalam sila 
pertama itu maksudnya adalah Allah SWT.

“Dari poin-poin Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa kalau, 
misal, diisi Allah SWT [sebagai] satu-satunya Tuhan yang wajib 
kita ibadahi, ya, bukan selain-Nya, itu benar.” 

Lalu dia mengurai satu per satu sila yang sesuai dengan 
Islam dengan dalil-dalil dari Al Quran dan Sunnah. Artinya, 
dia menerima Pancasila dengan banyak reservasi, dan jika 
reservasi-reservasi itu tidak terjadi, maka dia menolak. Sampai 
di sini tampak bahwa dukungan terhadap Pancasila sebagai 
ideologi negara sangat besar, yakni 70%. Namun, sebenarnya 
tidak sesederhana itu, sebagaimana tampak di bawah ini. 

Kedua, mereka membuka juga kemungkinan penggantian 
ideologi negara dengan ideologi Islam. Hal ini tampak saat 
diajukan pernyataan “Tidak ada salahnya pemimpin umat 
Islam berupaya menemukan alternatif ideologi negara yang 
lebih baik dari Pancasila.” Adapun yang menerima peryataan 



Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan182

ini 50%, dengan rincian 40% setuju dan 10% sangat setuju. 
Yang tidak setuju dengan pernyataan ini hanya 13,3%, dan 
tidak ada yang sangat tidak setuju. Yang menyatakan netral 
sangat besar, yakni ada 36,6%, hampir tiga kali lipat yang tidak 
setuju. Jika kita tafsirkan secara konservatif-eksklusif, bahwa 
yang netral ini cenderung bersikap setuju dengan pernyataan 
ini, jika reservasi-reservasi mereka terpenuhi. Pernyataan ini 
tricky, setidaknya dari dua frasa, yakni “tidak ada salahnya” 
dan “lebih baik”. Frasa pertama menunjukkan sikap yang 
lebih pasif dibandingkan misalnya kata “haruslah”. Itu pun ada 
syaratnya, yakni jika alternatifnya “lebih baik”. Artinya 50% 
ulama menerima pernyataan ini walaupun secara pasif. 

Seorang tokoh Muhammadiyah mengatakan terkait 
Pancasila ini sebagai berikut.

“Saya merasa itu kan sebuah gerakan di sebuah zaman. Kalau kita 
lihat pun rumusan Pancasila dan Piagam Jakarta itu rumusannya 
tidak sama. Kemudian di dalam siang-sidang MPR tahun 2002 
ada upaya untuk mengubah itu. Jadi kalau secara demokratis 
itu [Pancasila] diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu diubah 
secara demokratis, ya silahkan saja.” (Wawancara, Banda Aceh, 
5 Oktober 2018).

Hal di atas berbanding lurus dengan pernyataan yang 
lain tentang pengembalian Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta, 
“Pengembalian 7 (tujuh) kata dalam sila pertama Pancasila, 
“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya”, penting dipertimbangkan kembali 
untuk mengakomodasi hak-hak kelompok mayoritas dengan 
lebih baik.” Ulama yang menerima ide pengembalian Tujuh 
Kata itu sangat besar, yakni 69,9% ulama, dengan rincian 
36,6% setuju dan 33,3% sangat setuju. Artinya yang pasif dan 
aktif menerima jumlahnya seimbang. Hanya 6,6% ulama yang 
menyatakan tidak setuju, dan tidak ada yang sangat tidak 
setuju. Seperti pernyataan sebelumnya, jumlah ulama yang 
netral cukup besar juga 23,3%, yang jika kita tafsirkan secara 
konservatif-eksklusif, maka mereka mempunyai kecenderungan 
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menerima kembalinya Tujuh Kata jika reservasi-reservasi 
mereka terpenuhi.

Ini artinya adalah, bahwa ulama Aceh sebagian besar 
menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan menganggap 
sila-silanya sejalan dengan nilai-nilai keislaman, atau menerima 
Pancasila jika itu sesuai dengan perspektif Islam mereka, namun 
mereka sebagian besar setuju juga dengan pengembalian 
Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta dalam rumusan Pancasila 
dan bahkan membuka kemungkinan ideologi lain yang mereka 
anggap lebih baik, yakni Islam. Namun, mengingat tidak 
munculnya tuntutan penggantian ideologi dari ulama Aceh, 
setidaknya secara terbuka, maka pandangan mereka ini bersifat 
pasif dan potensial, atau latent (terpendam), tidak manivest 
(muncul ke permukaan).

2. Konstitusi dan Sistem Politik
Terkait dengan UUD 1945 (hasil amandemen) sebagai 
“konstitusi tertinggi Indonesia yang harus dijunjung tinggi” 
sebagian besar ulama (80%) menerimanya, dengan rincian 
53,3% menyatakan setuju dan 26,6% sangat setuju. Adapun 
yang menolak hanya 3,3% dengan menyatakan tidak setuju, 
dan tidak ada yang sangat tidak setuju. Adapun yang netral 
cukup besar 16,6%. Terkait demokrasi yang dianut Indonesia, 
sebagian besar menganggap tidak bertentangan dengan sistem 
politik Islam, namun terdapat pengakuan juga bahwa sistem 
politik Islam lebih unggul. Ini terefleksikan dalam respon 
terhadap dua pernyataan di bawah ini. 

Saat diajukan pernyataan “Demokrasi Indonesia menganut 
kedaulatan yang bersumber dari kekuasaan rakyat oleh 
karenanya bertentangan dengan sistem politik Islam yang 
menegaskan kedaulatan bersumber dari kekuasaan Tuhan” 
sebagian besar ulama (46,6%) menyatakan menolak, dengan 
rincian tidak setuju 26,6% dan sangat tidak setuju 20%. Artinya, 
menurut mereka demokrasi yang diberlakukan di Indonesia 
sejalan dengan sistem politik Islam. Adapun yang menerima 
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pernyataan itu cukup besar, yakni 24,2%, dengan rincian 16,6% 
setuju, dan 6,6% sangat setuju. Artinya, mereka berpendapat 
bahwa demokrasi Indonesia bertentangan dengan sistem politik 
Islam. Ulama yang menyatakan netral pun cukup besar, yakni 
30%. Jika yang netral ini ditafsirkan secara konservasif, maka 
peluang yang berpendapat demokrasi Indonesia bertentangan 
dengan sistem politik Islam menjadi lebih besar lagi. 

Mengapa demikian? Karena saat diajukan pertanyaan 
“Sistem politik Islam terbukti lebih unggul dibandingkan 
dengan konsep demokrasi ataupun konsep politik lain produk 
manusia” sebagian besar ulama menerima pernyataan ini, 
yakni 63,3%, dengan rincian, 40% setuju dan 23,3% sangat 
setuju. Ada 16,6% menolak pernyataan ini, dengan rincian, yang 
menyatakan tidak setuju 13,3%, dan sangat tidak setuju 3,3%. 
Adapun yang netral cukup besar juga, yakni 20%. Apalagi, jika 
posisi netral ini ditafsirkan konservatif-eksklusif, maka jumlah 
yang menganggap sistem Islam lebih unggul jauh lebih besar 
lagi. Namun, sistem politik Islam seperti apa tidak begitu jelas, 
apakah ala Hizbut Tahrir, Salafi, Ikhwani (Ikhwan Muslimin), 
atau kerajaan Islam, seperti Arab Saudi yang menolak khilafah, 
atau seperti Brunei, atau monarkhi konstitusional federal, seperti 
Malaysia, atau republik, seperi Iran, Pakistan, dan Afghanistan. 

3. Negara Kesatuan Republik Indonenesia (NKRI)
Sebagian besar ulama (80%) menerima pernyataan bahwa “NKRI 
merupakan bentuk negara yang sah karena selaras dengan 
konsep dar as-salam (negara perdamaian) atau konsep dar al-
’ahdi wa asy-syahadah (negara konsensus dan pengabdian).” 
Dari yang menerima ini, yang setuju 46,6% dan setuju sekali 
33,3%. Adapun yang menolak hanya 3,3% setuju, dan tidak 
ada yang sangat setuju. Sedangkan yang netral cukup besar, 
yakni 16,6%. Jika ditafsirkan secara konservatif-eksklusif, maka 
potensi yang netral untuk menolak cukup besar juga, tentu jika 
reservasi-reservasi itu terpenuhi. 

Jumlah 80% keselarasan NKRI dengan konsep Islam tentu 
sangat besar. Namun, ulama yang mendukung upaya untuk 
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memisahkan diri dari NKRI (separatism) yang disebabkan 
karena ketimpangan pembangunan jumlahnya cukup besar, 
yakni 26,66%, dengan rincian 16.66% setuju dan 10% setuju 
sekali. Tentu jika dibandingkan dengan jumlah ulama yang tidak 
setuju separatisme, yakni yakni 56,66%, dengan rincian tidak 
setuju 46.66% dan sangat tidak setuju 10%, jumlah itu lebih kecil. 
Namun, jumlah 26,66% untuk yang menoleransi separatisme itu 
adalah jumlah yang sangat besar. Apalagi jumlah yang netral 
juga cukup besar, yakni 16,66%. Jika diinterpretasikan secara 
konservatif-eksklusif, mereka kemungkinan besar bersetuju 
dengan separatisme.

Hal ini sebenarnya wajar terjadi di Aceh, karena latar 
belakang sejarah konflik Darul Islam dan GAM dengan Jakarta 
yang sangat lama dan memakan banyak korban masyarakat sipil 
(Chaidar, Ahmad, dan Dinamika 1998; Drexler 2008).6 Namun, 
jika kita bandingkan dengan kenyataan tidak munculnya ulama 
Aceh yang secara terbuka menuntut pemisahan dari NKRI--
walaupun ada di sejumlah kalangan GAM, dengan demikian 
non-ulama, terutama yang tinggal di luar negeri--potensi itu 
hanya bersifat laten, setidaknya sampai sekarang.

4. Toleransi
Setara Institute dalam survei Indeks Kota Toleran 2018 
menempatkan Banda Aceh sebagai kota dengan indeks 
toleransi terendah setelah Tanjung Balai. Namun, jika dilihat 
dari persepsi ulama --bukan masyarakat Muslim kebanyakan-
-kesimpulannya bisa berbeda. Sebagian besar ulama (86,6%) 
menerima bahwa “Umat beragama lain berhak melaksanakan 
ibadah secara bebas dan terbuka, sebagaimana umat Islam”, 
dengan rincian 53,3% setuju, dan 33,3% sangat setuju. Yang 
menolak hanya 6,6%, dengan rincian tidak setuju 3,3% dan 
sangat tidak setuju sama, 3,3%. Yang memilih netral pun kecil, 
6,6%. Sebagian besar mereka pun “menerima umat agama lain 
tinggal” di lingkungan mereka (83,2%), dengan rincian 76,6% 

6	 Tentang GAM dan konfliknya dengan pemerintahan pusat, lihat Schulze 
(2004, 2006).
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setuju dan 6,6% sangat setuju. Sedangkan yang menolak hanya 
3,3%, sangat tidak setuju, dan tidak ada yang memilih tidak 
setuju. Adapun yang netral 13,3%.

Bahkan, ketika disodorkan pernyataan “Kepentingan 
kelompok mayoritas harus lebih diutamakan dalam setiap 
pengambilan keputusan,” sebagian besar ulama (76,6%) 
menolaknya, dengan rincian 56,6% tidak setuju dan sangat tidak 
setuju 20%. Ini artinya, sebagian besar ulama menginginkan 
diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Namun, 
kenyataannya, keputusan-keputusan di Banda Aceh didominasi 
oleh mayoritas, karena sebagian besar pejabat adalah dari 
kalangan mayoritas. Bukan hanya minoritas, partisipasi publik 
dalam pengambilan keputusan pun sangat rendah. Ada 
kesenjangan antara keinginan ulama dengan para pengambil 
keputusan dalam pelibatan minoritas. Namun, jumlah ulama 
yang setuju pada diskriminasi minoritas dalam pengambilan 
keputusan cukup tinggi juga, yakni 16,6%, dengan rincian 
10% setuju dan 6,6% sangat setuju. Apalagi jika ulama yang 
netral 6,6% ditafsirkan secara konservatif-eksklusif. Akan tetapi, 
diskriminasi ini lebih disebabkan karena rendahnya pelibatan 
publik dalam proses pengambilan keputusan. 

Sikap ulama di atas sejalan dengan sikap mereka pada 
pernyataan “Negara harus membatasi fasilitas publik bagi 
non-Muslim agar mereka tidak makin lebih kuat dari umat 
Islam.” Walaupun tidak sebesar jumlah ulama yang menolak 
diskriminasi minoritas dalam pengambilan keputusan, jumlah 
ulama yang menolak negara membatasi fasilitas publik bagi 
non-Muslim cukup besar, yakni 43,3%, dengan pilihan tidak 
setuju, dan tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. Yang 
menerima pembatasan fasilitas publik ini juga cukup besar, 
yakni 20%, dengan rincian setuju 10% dan sangat setuju juga 
10%. Namun, jumlah ulama yang netral cukup besar, yakni 
36,6%. Ini hampir mendekati dua kali lipat ulama yang 
menerima pembatasan. Jika ini kita tafsirkan secara konservatif-
eksklusif, maka jumlah yang bersetuju dengan pembatasan hak 
minoritas lebih besar lagi.
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Namun, untuk masalah pendirian rumah ibadah, sikap 
mereka berbeda. Mereka sebagian besar setuju bahwa Kelompok 
agama lain sebaiknya tidak mendirikan rumah ibadah di 
lingkungan mayoritas Muslim. Ada 60% ulama menyetujui 
pernyataan ini (setuju 33,33% dan sangat setuju 26,66%). 
Namun, jumlah ulama yang menolak pernyataan itu, yaitu 
yang membolehkan non-Muslim mendirikan rumah ibadah di 
daerah mayoritas Muslim, cukup besar juga, 20% (tidak setuju 
16,66% dan sangat tidak setuju 3,33%). Akan tetapi, mengingat 
yang netral juga cukup tinggi, yakni 20%, kemungkinan yang 
menyetujui pelarangan pendirian rumah ibadah non-Muslim di 
lingkungan mayoritas Muslim bisa lebih besar lagi. Ini sejalan 
dengan sejumlah peristiwa penutupan gereja (atau tepatnya 
ruko yang dijadikan gereja) di Banda Aceh (Makin 2016) dan 
Langsa, dan pembakaran satu gereja dan penutupan beberapa 
gereja lain di Singkil dengan alasan tidak ada izin mendirikan 
rumah ibadah (Al-Fairusi 2016; Ansor et al. 2016; Ichwan 2017). 

Terkait dengan toleransi ulama Aceh terhadap agama lain 
tampak sangat tinggi, di luar isu rumah ibadah. Pada level 
ulama di Banda Aceh, lokasi penelitian ini dilakukan, toleransi 
antaragama bisa dipandang cukup optimistik. Namun, perlu 
digaruisbawahi bahwa hal ini bisa jadi di antaranya karena 
beberapa hal. Pertama, toleransi di kalangan non-ulama, yakni 
masyatakat Muslim secara umum, bisa jadi berbeda; kedua, 
ulama yang diteliti hidup di dalam urbanitas Banda Aceh. 
Ketiga, minoritas non-Muslim sangat kecil jumlahnya di Banda 
Aceh sehingga tidak menjadi ancaman. Hal yang sama tidak 
terjadi di daerah perbatasan, seperti Langsa, Aceh Tamiang, 
Subulussalam, dan Singkil, kecuali Aceh Tenggara yang banyak 
gereja dan hubungan antaragama bagus. 

5. Kewargaan: Isu Kepemimpinan
Demokrasi substantif menolak diskriminasi berdasarkan agama 
dan gender dalam masalah kepemimpinan. Seorang pemimpin 
asalkan dipilih melalui mekanisme demokratik maka haruslah 
dihormati, walaupun secara agama dan gender berbeda. Dalam 
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kaitannya dengan kepemimpinan, sebagian besar ulama (80%) 
berpendapat bahwa pemimpin haruslah seorang Muslim (setuju 
33,33%, dan setuju sekali lebih besar, 46,66%), sedangkan yang 
tidak setuju dan netral masing-masing 10%. Ada dua referensi 
terkait dengan hal ini, pertama, Aceh di mana mereka tinggal 
yang mayoritas Muslim dan menerapkan syariat Islam; dan 
kedua, DKI Jakarta, yang walaupun Muslim mayoritas pernah 
dipimpin oleh gubernur Kristen, yakni Basuki Cahaya Purnama 
(Ahok). Hal ini tampak dalam wawancara yang penulis 
lakukan. Misalnya, seorang pimpinan MPU dan NU tidak 
mempermasalahkan jika pemimpin non-Muslim itu memimpin 
di daerah mayoritas non-Muslim. Akan tetapi, kalau di daerah 
mayoritas Muslim seperti Aceh, dia mengatakan berikut.

“Itu juga tidak tepat. Karena [kepemimpinan] tidak hanya dilihat 
tentang pengelolaan adminstrasi dan keuangannya. Karena 
ada hal-hal keagamaan yang mereka tidak paham. Makanya 
[pemimpin non-Muslim] ini tidak boleh kalau mayoritas umat 
Muslim. Harus [pemimpin] yang Islam. Karena ada hal-hal 
sensitif. Bagi kita al-Qur’an kan sensitif.”7 

Bagian terakhir tentang al-Qur’an itu merujuk kepada kasus 
Ahok yang dianggap melecehkan al-Qur’an. 

Adapun tentang ketaatan kepada pemimpin non-Muslim 
yang terpilih secara demokratik, ulama yang menerima hanya 
sebesar 23,33% (setuju), dibandingkan dengan yang menolak 
30% (tidak setuju 23,33% dan yang sangat tidak setuju 6,66%). 
Sebagian besar ulama bersikap netral (46,66%). Dari sikap 
ini, yang netral jika ditafsirkan secara konservatif-eksklusif, 
maka sebagian besar berkecenderungan menolak taat kepada 
pemimpin non-Muslim, walaupun terpilih secara demokratis. 

Adapun tentang pemimpin perempuan, jika dia terpilih 
secara demokratis, maka sebagian besar ulama (80%) menerima 
untuk menaatinya (setuju 66,66% dan sangat setuju 13,33%). 
Yang menolak hanya 3,33% dengan sangat tidak setuju. Yang 
netral 16,66%. Sikap ini sejalan dengan sikap mereka terhadap 
pernyataan bahwa pemimpin harus laki-laki karena konsep 

7	 Wawancara, 3 Oktober 2018.
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qawwamun (‘ala al-nisa’) di dalam al-Qur’an, di mana ulama 
yang menyatakan tidak setuju 40%. Artinya, mereka berpendapat 
bahwa pemimpin tidaklah harus laki-laki; perempuan pun boleh, 
asalkan mampu. Kebanyakan mereka merujuk kepada kenyataan 
sejarah bahwa Aceh pernah dipimpin oleh empat Sultanah, 

 dan mempunyai beberapa pahlawan perempuan. 

Namun, ulama yang menerima pernyataan (pemimpin 
harus laki-laki) ini juga cukup besar 26,66% (setuju 6,66%, 
yang sangat setuju 20%). Yang mengherankan adalah jumlah 
yang netral cukup besar 16,66%. Jika ditafsirkan secara 
konservatif-eksklusif, bisa jadi telah terjadi pergeseran ke arah 
penolakan terhadap, setidaknya meragukan, kepemimpinan 
perempuan. Di antara ulama yang menolak ini, misalnya, salah 
seorang pimpinan HUDA, yang juga anggota FPI. Dia menolak 
kepemimpinan perempuan, selama masih ada laki-laki, dan dia 
pun menolak idealisasi kepempimpinan sultanah pada masa 
silam. Kepemimpinan sultanah adalah kepemimpinan darurat, 
karena kalau tidak kerajaan akan hancur, dan kerajaan saat itu 
memang berada di saat-saat kehancuran.

“Kepemimpinan wanita ada syaratnya, [yakni] kalau tidak ada 
orang laki-laki. Di Aceh pernah ada [sultanah]. Tapi karena 
dia anak raja Aceh. Dia sebagai lambang, agar [kerajaan] tidak 
hancur, yang kendalinya syaikh Abdur Rauf. [Sulatanah] sebagai 
lambang saja. Saat Sultanah memimpin ini saat-saat kehancuran, 
banyak utang luar negeri.”8 

Resistensi terhadap kepemimpinan perempuan tampaknya 
tidak bisa dilepaskan dari politik elektoral pilkada Wali Kota Banda 
Aceh 2017, di mana petahana adalah seorang perempuan, Illiza 
Sa’duddin Djamal. Isu haramnya perempuan menjadi pemimpin 
telah muncul dari seorang ulama kharismatik, pemimpin 
Dayah Mudi Meusra, yang juga ketua Himpunan Ulama Dayah 
Aceh (HUDA), Abu Mudi dalam sebuah pengajian Tastafi 
pada 7 Oktober 2016. Menjawab pertanyaan jama’ah tentang 
kepemimpinan perempuan, Abu Mudi mengatakan, “Haram 
(berdosa) bagi seorang wanita mencalonkan dirinya sebagai 

8	 Wawancara, 7 Oktober 2018.
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pemimpin, dan haram juga memilihnya, dan melantiknya.9” 

 Selain itu muncul juga reinterpretasi terhadap kepemimpinan 
para Sultanah itu, bahwa itu terjadi karena kecelakaan sejarah. 
Yakni, untuk menghindari kekacauan jika tidak mengangkat 
mereka, sementara Aceh menghadari musuh dari luar, yakni 
Portugis (Angen 2016). Hanafiah (2016) tidak secara langsung 
menolah pendapat Abu Mudi, namun dia menyebut bahwa 
munculnya pendapat tentang haramnya kepemimpinan 
perempuan itu adalah kemunduran (Hanafiah 2016). Memang 
kenyataan bahwa sang petahana yang perempuan itu kalah 
tidak serta-merta itu diakibatkan karena fatwa itu. Namun, 
mengingat fatwa itu dikeluarkan oleh seorang ulama kharismatik 
yang berpengaruh, spekulasi bahwa kekalahannya disebabkan 
karena kampanye keharaman pemimpin perempuan itu 
bukanlah hal yang jauh dari fakta.   

6. Kekerasan
Secara umum, sebagian besar ulama Aceh menolak penggunaan 
kekerasan untuk alasan apa pun, kecuali dalam konteks 
hukuman syariah. Melindungi umat dari akidah yang dianggap 
sesat dan dari agama lain tidak menjadikan penggunaan 
kekerasan sebagai hal yang diperbolehkan. Penggunaan 
kekerasan untuk memberikan peringatan kepada kelompok 
yang berbeda pandangan dengan umat Islam pun ditolak 
oleh sebagian besar ulama (76,6%), dengan rincian 23,3% 
tidak setuju, dan 53,3% sangat tidak setuju. Yang menyetujui 
pernyataan ini hanya 6,6%, dan tidak ada yang sangat tidak 
setuju. Adapun jumlah yang netral adalah 16,6%. Penggunaan 
ujaran kebencian terhadap umat agama lain sebagai usaha 
untuk membentengi umat Islam dari kesesatan” ditolak oleh 
66,6% ulama (tidak setuju 46,6% dan sangat tidak setuju 20%). 
Adapun yang setuju dengan ujaran kebencian 6,6% dan sangat 
setuju 3,3%. Jumlah yang netral cukup besar 23,3%. 

9	 Hukum Wanita Mencalonkan Diri Sebagai Pemimpin,” Nadpost, 8 Oktober 
2016; diakses dari http://nadpost.com
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Kesadaran hukum dan konstitusionalisme ulama sangat 
besar. Sebagian besar ulama (86,6%) menerima pernyataan 
bahwa Penyerangan terhadap kelompok agama yang dianggap 
sesat merupakan tindakan melawan hukum.” Dari yang 
menerima ini yang setuju 70% dan sangat setuju 16,6%. Adapun 
yang tidak setuju hanya 3,3%, dan tidak ada yang sangat tidak 
setuju. Sedangkan yang netral 10%. Sebagian besar ulama (80%, 
60% setuju dan 20% sangat setuju) menerima bahwa Aksi nahi 
munkar (mencegah kemunkaran) dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh pihak bukan aparatur negara tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku.” Adapun yang tidak setuju 3,3% 
dan tidak ada yang sangat tidak setuju. Sedangkan yang netral 
16,6%. 

Jumlah yang netral pada kasus pertama sampai keempat 
di atas cukup besar (16,6%, 23,3%, 10% dan 16%). Jika yang 
netral baik pada pernyataan pertama maupun kedua ditafsirkan 
secara konservatif-eksklusif, jumlahnya tidak besar. Namun, 
satu kekerasan dan ujaran kebencian di ruang publik pun 
sudah cukup besar untuk merusak kerukunan umat beragama. 

Ada beberapa kasus kekerasan terhadap orang-orang 
yang dianggap sesat di Aceh. Pada 2012, Tgk Aiyub Syakuban 
yang diduga mengajarkan aliran sesat di Bireuen dan dua 
muridnya mati ditikam senjata tajam dan dibakar rumahnya. 
Selain mereka ada sepuluh muridnya yang terluka oleh senjata 
tajam. Ini terjadi karena fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama 
(MPU) Bireuen yang menganggap ajaran Tgk Aiyub sesat. 
Tindak kekerasan, intimidasi dan pengusiran terjadi juga di 
Ujong Pancu (Aceh Besar), Lamteuba (Aceh Besar), Guhang 
(Aceh Barat Daya), Nisam (Aceh Utara) dan Kuta Binjei 
Julok (Aceh Timur), dan Sukadamai (Banda Aceh; Wardah 
2013; Armia dkk. 2015). Juga kekerasan kepada komunitas 
Laduni (Aceh Barat), Mirza Alfath (Aceh Utara). Menurut 
KAYA (Komunitas Aceh untuk Kebebasan Berkeyakinan dan 
Beragama), semua kekerasan ini dikaitkan dengan Fatwa MPU 
(No. 4/2007) tentang Kriteria Aliran Sesat. Meskipun hal ini 
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dibantah oleh MPU, karena MPU tidak menoleransi kekerasan,10

namun bahwa massa menggunakan kriteria fatwa sesat itu 
untuk menilai gerakan yang ada dan melakukan tindakan 
kekerasan adalah faktual. Semua peristiwa itu berada di luar 
Banda Aceh, kecuali yang di Sukadamai. Gafatar muncul juga 
di Banda Aceh, namun berbeda dari anggota aliran-aliran 
“sesat” lain yang mengalami kekerasan massa, mereka diproses 
secara legal melalui pengadilan. 

Pengertian kekerasan bisa pula dipahami secara berbeda. 
Salah seorang pimpinan FPI Banda Aceh misalnya memahami 
kekerasan itu jika dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang 
mereka anggap benar, yakni diberikan peringatan sampai tiga 
kali, dan selalu ada tembusan kepada kepolisian. Jika tidak 
dilalui prosedur itu maka itu disebut kekerasan, jika telah 
melalui prosedur, maka itu bukan kekerasan. 

“Itu [kekerasan] yang diliput di media itu benar, karena yang 
diliput ending-nya. Tapi coba ditelusuri dari pertama. Kami 
sudah datangi tempat, bahkan tempatnya sudah disurati, tapi 
kalau tidak diindahkan baru kami datangi. Iya kekerasan 
itu maksudnya tanpa prosedur, datang hantam. Tapi tidak 
dipungkiri juga di beberapa tempat memang ada yang begitu. 
Karena belum selesai prosedurnya mereka sudah turun, itu kita 
akui ada. Tidak berbohong, kan?”

Pemahaman seperti itu hanyalah terkait dengan standar 
partikular kelompok, bukan pemahaman umum tentang 
kekerasan. Itu terkait dengan pemaknaan tentang kekerasan 
yang diperkenankan (justified violence) dan kekerasan yang 
tidak diperkenankan (unjustified violence). Di sini terdapat 
perdebatan etik yang panjang, antara yang menolak penuh 
kekerasan dalam bentuk apapun (idealistik), dan yang 
menjustifikasi kebolehan kekerasan pada hal-hal tertentu, seperti 
membalas kekerasan, perang yang adil, penegakan hukum 
(hukuman) yang dilakukan oleh perangkat negara, bukan oleh 
masyarakat sipil. Namun, adalah norma umum bahwa negaralah 

10	 “Ulama Aceh Kecam KAYA yang menuding intoleransi,” Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi Aceh, 23 Mei 2013; diakses dari http://aceh.kemenag.go.id
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yang mempunyai kewenangan menggunakan alat pemaksa 
(coercive) yang bersifat kekerasan, bukan masyarakat sipil. 
Jika masyarakat sipil diperkenankan menggunakan kekerasan, 
maka yang terjadi adalah penindasan satu elemen masyarakat 
atas elemen yang lain, atau, jika mereka seimbang, akan terjadi 
konflik horizontal di antara mereka.

Aksepsionisme, Rejeksionisme, dan Etnonasionalisme 
Religius

Memang ulama aksepsionis sangat tinggi, yakni 66,6%, yang 
jika ditambah 3,33% dari sebagian yang tak teridentifikasi, maka 
menjadi 70%. Jumlah aksepsionis yang besar itu menimbulkan 
pertanyaan, mengingat Aceh adalah daerah yang selalu bergolak 
di masa lalu, diwarnai dengan pemberontakan Darul Islam dan 
GAM, dan pelanggaran HAM yang sampai saat ini tidak pernah 
terungkap. Fakta ini menimbulkan kesan bahwa kedua gerakan 
itu tidak terlalu berpengaruh pada kalangan ulama. Hal ini juga 
memunculkan pertanyaan, benarkan projek deekstremisasi dan 
deseparatisasi Orde Baru berhasil? Namun, ulama rejeksionis 
juga masih cukup tinggi, yakni 23,3%, jika ditambah ditambah 
6,66%, dari sebagian yang tidak teridentifikasi, maka menjadi 
30%. Namun, jika jumlah 5% saja rejeksionis sudah diangap 
tinggi, maka sebebarnya jumlah 30% adalah sangat tinggi. 
Revolusi di banyak negara bukan dilakukan oleh kelompok 
mayoritas, tetapi oleh minoritas militan. Yang menjadi masalah 
adalah minoritas rejeksionis ini tidaklah militan. Di sini penulis 
lebih menganalis kelompok rejeksionis, mengapa kelompok 
ini masih cukup besar. Kelompok aksepsionis bukannya tidak 
penting untuk dibahas, namun pertanyaan tentangnya akan 
terjawab juga dengan menganalisis kelompok rejeksionis ini.

Fenomena cukup tingginya ulama rejeksionis ini dapat 
dilihat dalam dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini 
menunjukkan meningkatnya kecenderungan rejeksionisme 
di kalangan ulama, dengan asumsi bahwa sebelumnya ulama 
dapat terpasifikasi secara signifikan selama masa Orde Baru, 
dan kemudian justru menguat akhir-akhir ini. Namun, ada 
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kemungkinan kedua, yakni data itu justru merefleksikan 
menurunnya rejeksionisme di kalangan ulama, mengingat 
bahwa dulu pernah terjadi dua pemberontakan Darul Islam dan 
GAM yang sisa-sisanya tidak begitu saja dapat dihapus dengan 
mudah. Artinya, sebelumnya tingkat rejeksionismenya sangat 
besar, dan akhir-akhir ini justru berkurang karena perubahan-
perubahan politik yang terjadi di Aceh, seperti berakhirnya 
konflik GAM-Jakarta dan penerapan syariat Islam secara resmi 
yang bersifat top-down. Jika yang pertama yang benar, maka 
ini menunjukkan bahwa politik syariah tidak efektif, karena 
justru mengentalkan etnosentrisme religius yang berhadap-
hadapan dengan konsep negara-bangsa dalam pola baru, tidak 
lagi secara bersenjata, namun dengan penegasan independensi 
dan self-governance, yang itu dilakukan dengan justifikasi 
perangkat perundang-undangan yang dibuat oleh Jakarta. Jika 
kemungkinan kedua yang terjadi, maka itu menunjukkan bahwa 
de-ekstremisasi dan deseparatisasi Orde Baru dan pemerintahan 
pasca-Orde Baru sukses. Namun, sayang tidak ada penelitian 
sebelumnya yang mengukur tingkat penerimaan dan penolakan 
atas konsep negara-bangsa ini pada saat konflik atau/dan segera 
setelah konflik sehingga tidak dapat kita mengklaim apakah 
tingkat rejeksionismenya meningkat atau justru menurun. Ada 
survei yang dilakukan oleh Yayasan Insan Cita Madani (YICM), 
bukan tentang penerimaan konsep negara-bangsa, tetapi 
tentang penerimaan masyarakat terhadap penerapan syariat 
Islam (Devayan 2007). Survei yang dilakukan dengan bekerja 
sama dengan salah satu media massa lokal ini dihentikan 
karena diprotes oleh sejumlah ulama, karena dianggap akan 
konterproduktif terhadap penerapan syariat Islam.  

Sejarah menunjukkan bahwa kecenderungan aksepsionis
me dan rejeksionisme itu dinamis, kadang menaik dan 
kadang menurun, sangat tergantung pada konteksnya. Saat 
awal kemerdekaan, aksepsionisme ulama terhadap negara-
bangsa Indonesia sangat besar sehingga sejumlah ulama Aceh 
memfatwakan bergabungnya Aceh kepada RI, namun dengan 
harapan dapat menerapkan syariat Islam dalam konteks RI. Saat 
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Soekarno menjanjikan kemungkinan itu, ulama memobilisasi 
masyarakat Aceh untuk memberikan donasi uang dan 
perhiasan yang sangat besar untuk membeli pesawat terbang 
sipil pertama dan, konon, emasnya untuk puncak Monas. 
Namun, aksepsionisme ini berubah menjadi rejeksionisme saat 
Sukarno mengingkari janjinya tidak menyetujui penerapan 
syariat Islam. Ini berujung pada pemberontakan Darul Islam 
(DI) yang dipimpin oleh Daud Beureueh. DI memang akhirnya 
dapat ditaklukkan pada 1962. Akan tetapi, rejeksionisme itu 
tidak menurun, dan justru menaik saat pemberontakan lain 
juga muncul, yakni Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin 
oleh Tgk Hasan Tiro pada 1976. Pemberontakan ini sangat 
lama, dan memakan korban sangat besar, dan baru berakhir 
setelah MOU Helsinki pada 2005 (Aspinall,2005; Morfit 2007), 
tujuh tahun setelah Soeharto turun. Namun, sebelum konflik 
itu berakhir, ada dua hal yang telah dilakukan Jakarta terhadap 
Aceh. Pertama, proses deekstremisasi dan de-separatisasi baik 
melalui cara-cara lunak, maupun keras. Cara lunak dilakukan 
dengan menginkorporasi sebagian ulama aksepsionis dengan 
mengakomodasi mereka ke dalam Majelis Ulama Indonesia, 
Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama) Golkar, dan upaya-upaya 
lain. Cara kekerasan dilakukan dengan cara bersenjata, seperti 
dalam kasus Teungku Bantaqiah (Ahsan 2017). Kedua, Jakarta 
telah menyetujui penerapan syariat Islam sejak 1999 dan 
kemudian menerapkan secara resmi pada 2001. Pertemuan-
pertemuan antara tokoh keagamaan Aceh dan pemerintah 
pusat dilakukan baik di Aceh maupun di Jakarta (Miller 2009). 
Hal ini dianggap sebagai bagian dari pendekatan keamanan 
untuk meraih hati masyarakat dan elit keagamaan Aceh, dalam 
menghadapi GAM, yang memang tidak mempunyai agenda 
penerapan syariat Islam secara resmi (Kingsbury 2007; Ichwan 
2007). Bahkan di awal-awal penerapan itu GAM melontarkan 
kritik bahwa penerapan syariat Islam ini hanyalah strategi 
Jakarta saja. 

Dalam konteks dinamika persepsi ulama di atas, proses 
de-ekstremisasi dan de-separatisasi pada satu sisi dan 
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penerapan syariat Islam pada sisi lain menurut penulis cukup 
berhasil mengubah persepsi ulama Aceh terhadap negara-
bangsa (NKRI), tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Cukup berhasil 
karena dua alasan. Pertama, tidak muncul ulama-ulama yang 
melanjutkan perjuangan Darul Islam untuk mendirikan Negara 
Islam Indonesia, Negara Islam Aceh, atau Kerajaan Islam 
Aceh. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya ulama yang 
teridentifikasi berideologi ekstrem, yakni ulama yang secara 
aktif pro--kekerasan, antisistem, intoleran, dan antikewargaan. 
Ini membuat ideologi Islamisme yang menolak total konsep 
negara-bangsa Indonesia tidak menjadi ideologi dominan 
dan hegemonik. Kedua, sedikitnya ulama yang bergabung 
dan mendukung perjuangan GAM. Hal ini nanti terlihat jelas 
saat eks-GAM mendirikan partai politik lokal Partai Aceh (PA) 
dan organisasi ulama Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) 
pada 2009. Sangat sedikit ulama bergabung dengan partai ini. 
Ulama-ulama dayah bahkan banyak mendukung partai lokal 
lain, Partai Daulat Aceh, walaupun partai ini nanti tidak mampu 
bertahan. 

Absennya ulama progresif, dalam konteks Aceh yang 
menerapkan syari‘ah, dapatlah dipahami, karena umumnya 
ulama —berbeda dari intelektual— mendasarkan pemikirannya 
atas teks dan berhati-hati terhadap pemikiran baru dan kritis. 
Selain itu, tidak terdeteksinya ulama progresif di antaranya 
karena mainstream pemikiran ulama Aceh adalah Ahlussunnah 
wal Jamaah berbasis dayah, dan/atau perguruan tinggi Aceh 
yang tidak mengembangkan paham keislaman progresif, 
dan ada stigma pemikiran progresif sebagai pemikiran yang 
menyimpang dari syariat. Beberapa kasus persekusi terhadap 
pemimpin keagamaan lokal karena dituduh menyimpang juga 
dapat menghantui kemungkinan pemikiran yang berbeda. 
Ada juga yang rumahnya hancur, pesantrennya dibakar, 
dan bahkan mati terbunuh. Progresifitas pemikiran dapat 
saja dituduh menyimpang atau sesat. Hal ini yang membuat 
gagasan demokratisasi dan HAM yang biasanya diusung oleh 
kelompok progresif hanya didukung oleh cendekiawan dan 
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aktivis hak kemanusiaan dan perempuan, dan sedikit sekali 
ulama yang mengadvokasinya. Hal ini juga yang menyebabkan 
interpretasi kontekstual terhadap syariah dan negara-bangsa 
sulit berkembang di kalangan ulama.

Kesimpulan   
Yang harus digarisbawahi dari kasus Banda Aceh ini, dan Aceh 
secara umum, adalah upaya de-ekstremisasi dan deseparatisasi 
itu cukup berhasil, namun tidak atau belum sepenuhnya tuntas, 
karena luka-luka masa konflik tidak sepenuhnya dapat terobati, 
sementara upaya keadilan terhadap pelanggaran HAM pada 
masa konflik hanya berjalan di tempat, walaupun lembaga yang 
mengurusnya sudah didirikan. Jika etnonasionalisme GAM dulu 
menuntut kemerdekaan, maka saat ini Aceh menjadi “provinsi 
rasa negara”, dan jika DI dulu menuntut negara Islam, Aceh 
kini adalah pemerintahan yang didasarkan atas syariah yang 
masih menjadi bagian dari NKRI. Konsep ini tidak sepenuhnya 
mampu menghapus rasa “kebangsaan” masyarakat Aceh, dan 
tidak juga mampu menghapus secara penuh keinginan mereka 
untuk menerapkan sistem politik Islam. Namun, kedua desires 
itu dapat terkanalisasi dengan konsep “nanggroe syari‘ah 
dalam bingkai NKRI”. Hal ini menjadikan demokratisasi 
pascaotoritarianisme dan pascakonflik di Aceh mengarah 
pada syariatisasi birokrasi (menjadikan birokrasi lebih syar’i) 
dan birokratisasi syariah (menjadikan syariah lebih birokratis) 
pada satu sisi dan syariatisasi masyarakat pada sisi lain. Angan-
angan sistem politik Islam secara laten tetap ada di sebagian 
ulama Aceh. Proyek “nanggroe syariah dalam bingkai NKRI” 
sebenarnya adalah penerjemahan etnonasionalisme religius 
dalam bentuknya yang “lunak”, bukan dalam bentuknya yang 
“keras” seperti yang dilakukan Daud Beureueh dan Darul Islam. 
Maka, yang terjadi adalah kanalisasi Islamisme dalam konteks 
etnonasionalisme religius. Dengan konsep ini ideologi Islamis 
tidak mengarahkan dirinya pada pembentukan negara Islam, 
tetapi provinsi Islami, “nanggroe syari‘ah dalam bingkai NKRI”.  
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Konsep “nanggroe syari‘ah dalam bingkai NKRI” ini adalah 
“common ground” antara Aceh dan Jakarta, walaupun kemudian 
terdapat negosiasi-negosiasi di antara keduanya. Common 
ground inilah yang antara lain menyebabkan mengapa jumlah 
ulama yang menerima konsep negara-bangsa (aksepsionis) 
sangat tinggi. Mereka tidak ingin perdamaian yang ada saat ini 
kembali ke dalam konflik. Oleh karena itu banyak di antara 
mereka mengadvokasi penerimaan negara-bangsa ini dalam 
berbagai forum, dan menolak radikalisme, ekstremisme, dan 
separatisme secara terbuka. Dengan demikian, cukup tingginya 
rejeksionisme ulama tidaklah dalam bentuk rejeksionisme aktif 
sebagaimana ulama ekstrem yang secara aktif pro-kekerasan, 
antisistem, intoleran, dan anti-kewargaan, serta yang terang-
terangan menyerukan penentangan terhadap ideologi Pancasila, 
konstitusi, dan NKRI, namun rejeksionisme pasif. Adapun 
aksepsionisme meraka lebih bersifat aktif. Ini yang membuat 
cahaya optimisme penerimaan negara-bangsa masih menyala 
di Aceh. Namun, ini semua sangat tergantung pada proses-
proses sosial dan politik internal Aceh, termasuk kehadiran 
kelompok Islam transnasional yang makin menampakkan diri 
dan respon terhadapnya, pada satu sisi, dan antara Aceh dan 
Jakarta pada sisi lain.  
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